BUPATI MALUKU TENGGARA
PROVINSI MALUKU

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MALUKU TENGGARA
NOMOR 12 TAHUN 2015
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN MALUKU TENGGARA
TAHUN ANGGARAN 2016

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MALUKU TENGGARA,

Menimbang »a  bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 311 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah Kepala Daerah wajib mengajukan Rancangan Perda tentang APBD disertal penjelasan
dan dokumen — dokumen pendukungnya kepada DPRD sesuai dengan waktu yang ditentukan oleh ketentuan
peraturan perundang — undangan untuk memperoleh persetujuan bersama;

b. bahwa Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Mauku
Tenggara yang digukan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, merupakan perwujudan dari Rencana Kerja
Pemerintah Daerah Tahun 2016 yang dijabarkan ke dalam kebijakan umum APBD serta prioritas dan plafon



Mengingat

anggaran yang telah disepakati bersama antara pemerintah daerah dengan DPRD pada tanggal 28
November tahun 2015;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan
Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Tahun
Anggaran 2015;

Pasal 18 Pasal Ayat (6) Undang — Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat |1 dalam
Wilayah Daerah Swatantra Tingkat | Maluku (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 111, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 1645);

Undang — undang Nomor Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Babas
dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksanaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4400);



10.

11.

12.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4421);

Undang — Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pgjak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Nomor Republik Indonesia
Nomor 5049);

Undang — Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang — Undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5234)

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587),
sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang — Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua
atas Undang — Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Undang — Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5495);

Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1952 tentang Pembubaran Daerah Maluku Selatan dan Pembentukan
Daerah Maluku Tengah dan Maluku Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1952 Nomor
49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2640);



13.

14.

15.

16.

Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil
Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 4028);

Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaran
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4090);

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2003 tentang Pengendalian Jumlah Kumulatif Defisit Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta Jumlah Kumulatif
Pinjaman Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287);

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan
Anggota DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun
2005 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler
dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4540) dan
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga
atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan
dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor
47; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);



17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24,

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4502);

Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574);

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Ta 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);

Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);

Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan penerapan Standar
Pelayanan Minima (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4585);

Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinan dan Pengawasan Penyel enggaraan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4595);



25.

26.

27.

28.

29.

30.

31

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4614);

Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2007 nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);

Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2011 tentang Pemindahan |bukota Kabupaten Mauku Tenggara dari
Wilayah Kota Tual ke Kecamatan Kei Kecil Kabupaten Maluku Tenggara Provins Maluku (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5227);

Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Kapitas Jaminan
Kesehatan Nasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah,
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang
Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman
Pengel olaan K euangan Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan
Sosia yang bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam



32.

33.

35.

36.

37.

Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah Tahun 2016;

Peraturan Daerah Kabupaten Mauku Tenggara Nomor 09 Tahun 2004 tentang Investasi Pemerintah Daerah
Kabupaten Maluku Tenggara (Lembaran Daerah Tahun 2004 Nomor 09 Seri E);

Peraturan Daerah Kabupaten Mauku Tenggara Nomor 08 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan
Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 08 Seri A);

Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Nomor 02 Tahun 2009 tentang Pemindahan lbukota
Kabupaten Maluku Tenggara dari Wilayah Kota Tual ke Langgur di Wilayah Kabupaten Maluku Tenggara
(Lembaran Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Tahun 2009 Nomor 02 Seri D);

Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan
Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Maluku
Tenggara (Lembaran Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Tahun 2008 Nomor 2 Seri D) sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Nomor 4 Tahun 2011 tentang Perubahan
Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Dan Tata Kerja Sekretariat Daerah
Dan Sekretariat Dewan Kabupaten Maluku Tenggara Tenggara (Lembaran Daerah Kabupaten Maluku
Tenggara Tahun 2011 Nomor 4 Seri A);



38.

39.

40.

41.

42.

43.

Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Nomor 5 Tahun 2011 tentang Perubahan Peraturan Daerah
Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Maluku
Tenggara Tenggara (Lembaran Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Tahun 2011 Nomor 5 Seri A);

Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Nomor 6 Tahun 2011 tentang Perubahan Peraturan Daerah
Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan
Daerah, Inspektorat dan Lembaga Teknis lainnya (Lembaran Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Tahun
2011 Nomor 6 Seri A);

Peraturan Daerah Kabupaten Mauku Tenggara Nomor 7 Tahun 2011 tentang Pembentukan Organisasi Dan
Tata Kerja Kantor Pelayanan terpadu Satu Pintu Kabupaten Maluku Tenggara (Lembaran Daerah Kabupaten
Maluku Tenggara Tahun 2011 Nomor 7 Seri);

Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pembentukan Organisasi Dan
Tata Kerja Badan Ketahanan Pangan Kabupaten Maluku Tenggara (Lembaran Daerah Kabupaten Maluku
Tenggara Tahun 2011 Nomor 8 Seri A);

Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Nomor 8 Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Kabupaten Maluku TenggaraTl ahun Anggaran 2014 (Lembaran Daerah Tahun 2013 Nomor 8
Seri A);

Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Nomor 4 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah (RPIMD) Kabupaten Maluku Tenggara Tahun 2013 -2018 (Lembaran Daerah Tahun
2014 Nomor 4 Seri D).



Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN MALUKU TENGGARA
dan

BUPATI MALUKU TENGGARA

MEMUTUSKAN :
Menetapkan . PERATURAN DAERAH TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN MALUKU TENGGARA TAHUN ANGGARAN 2016.
Pasal 1
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 sebagai berikut :
1.  Pendapatan Rp 949.719.404.659,00
2. Bdanja Rp 974.543.642.420,75
Surplug/ (Defisit) Rp (24.824.237.761,75)
3. Pembiayaan Daerah
a Penerimaan Rp 32.824.237.761,75
b. Pengeluaran Rp  8.000.000.000,00
Pembiayaan neto Rp 24.824.237.761,75
Sisa Lebih pembiayaan anggaran tahun berkenaan Rp (0.00)
Pasal 2

(1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud pada pasal 1, terdiri dari



a
b.

C.

(2) Pendapatan Adli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri dari jenis pendapatan :

a

b
C.
d

(3) DanaPerimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri dari jenis pendapatan :

a

b.

C.

Pendapatan Adli Daerah
Dana Perimbangan
Lain — Lain Pendapatan Daerah Y ang Sah

Pajak Daerah

Retribusi Daerah

Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Y ang Dipisahkan
Lain— Lain Pendapatan Asli Daerah Y ang Sah

Bagi Hasil Pajak /Bagi Hasil Bukan Pajak
Dana Alokasi Umum
Dana Alokasi Khusus

Rp 43.661.782.855,00
Rp 742.939.708.000,00
Rp 163.117.913.804,00

Rp  10.642.024.000,00
Rp  13.435.658.000,00
Rp 1.500.000.000,00
Rp  18.084.100.855,00

Rp  18.602.394.000,00
Rp 487.843.514.000,00
Rp  236.493.800.000,00

(4) Lain- Lain Pendapatan Daerah Yang Sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdiri dari jenis pendapatan :

a

b.

C.

Bagi Hasil Pgjak dari provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya

Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus
Bantuan Keuangan dari Prov. atau Pemerintah
Daerah Lainnya

Pasal 3

(1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, terdiri dari :

a

b.
(2) BelanjaTidak Langsung sebagaimana dimaksud padaayat 1 huruf a, terdiri dari jenisjenis belanja:

Belanja Tidak Langsung
Belanja Langsung

Rp  8.292.161.804,00
Rp 154.825.752.000,00

Rp 0,00

Rp 470.744.805.059,00
Rp 503.798.837.361,75



3

D

)

3

a.  BeanjaPegawal
b. BelanjaHibah
C Belanja Bantuan Sosial
d Belanja Bantuan Keuangan kepada provinsi/kabupaten/kota dan pemerintah desa
e. BelanjaTidak Terduga
Belanja Langsung sebagaimana dimaksud ayat 1 huruf b, terdiri dari jenis jenis belanja:
a  BeanjaPegawai
b. BelanjaBarang dan Jasa

c. BedanjaModd
Pasal 4
Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, terdiri dari:
a.  Penerimaan sgjumlah
b. Pengeluaran sgumlah
Penerimaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a, terdiri dari pembiayaan:
a.  SisaLebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran sebelumnya ( SILPA )
Pengeluaran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b, terdiri dari pembiayaan:
a.  Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah
b.  Pembayaran Hutang Pemerintah Daerah
Pasal 5

Rp 294.430.907.260,00
Rp 7.503.608.375,00
Rp 300.000.000,00
Rp 167.010.289.424,00
Rp  1.500.000.000,00

Rp 39.287.615.112,75
Rp 161.867.247.020,00

Rp 302.643.975.229,00

Rp 32.824.237.761,75

Rp  8.000.000.000,00

Rp 32.824.237.761,75

Rp  8.000.000.000,00
Rp 0,00

Uraian Lebih Lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 1, tercantum dalam Lampiran

yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari :

1. Lampiran |

Ringkasan APBD;



2. Lampiran I

Lampiran 111

4. Lampiran IV

5. LampiranV

© © N ©

10.
11.

12.
13.
14.

Lampiran VI
Lampiran VII
Lampiran VIII
Lampiran IX
Lampiran X
Lampiran Xl

Lampiran XII
Lampiran X111
Lampiran XIV

Ringkasan APBD Menurut Urusan Pemerintah Daerah dan Organisasi SKPD;
Rincian APBD menurut Urusan Pemerintah Daerah, Organisasi SKPD, Pendapatan, Belanja
dan Pembiayaan;,
Rekapitulasi Belanja Menurut Urusan Pemerintah Daerah, Organisasi, Program dan Kegiatan;
Rekapitulasi Belanja Daerah untuk keselarasan dan K eterpaduan Urusan Pemerintah Daerah dan
Fungsi dalam rangka Pengel olaan Keuangan Negara;
Daftar Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan;
Daftar Piutang Daerah
Daftar Penyertaan Modal ( Investasi ) daerah;
Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Daerah;
Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Lainnya;
Daftar Kegiatan — Kegiatan Tahun Anggaran Sebelumnya yang belum diselesaikan dianggarkan
kembali dalam tahun anggaran ini;
Daftar Dana Cadangan Dagerah; dan
Daftar Pinjaman Daerah dan Obligas Daerah.
Daftar Hibah dan Bantuan Sosial Daerah
Pasal 6

Bupati menetapkan Peraturan tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasiona
pel aksanaan.
Pasal 7

Peraturan Daerah ini mulai berlaku padatanggal diundangkan.



Agar setigp orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran
Daerah Kabupaten Maluku Tenggara

Ditetapkan di Langgur

padatangga 17 Desember 2015

BUPATI MALUKU TENGGARA,

ttd
ANDERIAS RENTANUBUN
Diundangkan di Langgur
padatanggal 17 Desember 2015
SEKRETARIS DAERAH

ttd
PETRUS BERUATWARIN
LEMBARAN DAERAH KAB. MALUKU TENGGARA TAHUN 2015 NOMOR 12 SERI A
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN MALUKU TENGGARA, PROVINSI MALUKU : (..../..... )
SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA
KEPALA BAGIAN HUKUM

P. B. ROY RAHAJAAN, SH, M.Si
NIP. 19680529 198805 1 004



PENJELASAN UMUM
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MALUKU TENGGARA
NOMOR : 12 TAHUN 2015

TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2016

UMUM

Berdasarkan Pasal 15 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan
Daerah sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 Tentang
Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan
Daerah, menyebutkan bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah disusun sesuai dengan kebutuhan Penyelenggaraan
Pemerintahan dan Kemampuan Pendapatan Daerah (APBD). Penyusunan APBD sebagaimana dimaksud berpedoman pada
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dalam rangka mewujudkan pelayanan kepada masyarakat untuk tercapainya tujuan
bernegara. APBD memiliki fungs otorisasi, perencanaan, pengawasan, alokasi, distribusi dan stabilisasi. APBD, Perubahan
APBD dan Pertanggungjawaban Pelaksaan APBD setiap tahun ditetapkan dengan Peraturan Dagerah.

Tema RKPD Kabupaten Maluku Tenggara Tahun 2016 adalah “Perencanaan Pembangunan yang berkelanjutan dan
berkesinambungan dalam rangka akselerasi serta pemerataan pembangunan untuk mewujutkan Maluku Tenggara
Sejahtera”, atas dasar Tema RKPD Kabupaten Maluku Tenggara Tahun 2016 serta memperhatikan ketentuan Pasal 83
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah
diubah terakhir kali dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan



Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Tema RKPD tersebut
diterjemakan kedalam Program dan Kegiatan dalam penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon
Anggaran Sementara (PPAS) Tahun 2016 serta mempehatikan Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
yang ditetapkan Menteri Dalam Negeri setiap tahun, untuk selanjutnya menjedi dasar Penyusunan APBD Kabupaten Maluku
Tenggara Tahun 2016.

PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas
Pasal 2

Cukup Jelas
Pasal 3

Cukup Jelas
Pasal 4

Cukup Jelas
Pasal 5

Cukup Jelas
Pasal 6

Cukup Jelas
Pasal 7

Cukup Jelas






